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ABSTRAKSI 
Manusia merupakan mahluk sosial yangsaling membutuhkan, termasuk dalam hal 
pekerjaan. Pada penulisan skripsi ini penulis ingin memaparkan mengenai kontrak 
kerja untuk Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang diperpanjang dan tidak sesuai 
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 
Sebagaimana permasalahan yang terjadi pada PT. Transjakarta mengenai kontrak 
kerja yang selalu diperpanjang pada setiap tahunnya namun kemudian tidak 
diangkat menjadi pekerja pada Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu 
sebagaimana yang telah diuraikan pada Pasal 59 ayat (7) mengenai Perjanjian 
Kerja Waktu Tidak Tertentu yang merupakan perjanjian kerja yang sifatnya tetap 
atau pekerjaan yang sifatnya bukan musiman. Untuk pekerja pada Perjanjian 
Kerja Waktu Tidak Tertentu memiliki masa percobaan kerja paling lama dalam 
waktu tiga bulan seperti yang diatur dalam Pasal 60 ayat (1) dan (2) Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Untuk Perjanjian Kerja 
Waktu Tertentu telah diatur pada Pasal 59 ayat (4) yaitu “perjanjian kerja waktu 
tertentu yang didasarkaan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan paling lama 2 
(dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling 
lama 1 (satu) tahun.Pengertian hubungan pekerjaan pada Pasal 50 Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah “hubungan 
pekerjaan terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dengan 
pekerja/buruh”. Pekerjaan yang kita peroleh menyesuaikan dengan kemampuan 
dan potensi setiap manusia berbeda sehingga setiap orang berhak untuk 
mengembangkan potensinya dalam hal bekerja dan perusahaan wajib untuk 
memberikan pelatihan pada pekerjanya supaya mendapatkan hak yang wajib ia 
dapatkan untuk memenuhi kebutuhan pribadinya. Selama bekerja pekerja wajib 
untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan perusahaan 
kepadanya sehingga mendapatkan penghasilan yang layak untuk mencukupi 
kebutuhannya. Hubungan yang terjadi antara pengusaha dengan pekerja 
didasarkan pada Surat Perjanjian Kerja, karena dengan Surat Perjanjian Kerja 
maka perusahaan dan pekerja wajib dan layak untuk menerima konsekuensi yang 
diperoleh ketika salah satu pihak melanggar dari apa yang telah diperjanjikan. 
Surat Perjanjian Kerja bersifat mutlak dan sesuai dengan prosedur undang-undang 
ketenagakerjaan yang dibuat dan disepakati antara kedua pihak yang mengadakan 
perjanjian.  
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